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ABSTRAK
Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas
tanah yang kehilangan sertipikat tanahnya. Pokok permasalahannya adalah bagaimana
pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan
Jakarta Barat ?, Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan
sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat . Tipe
penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat penelitian
deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder yang juga membutuhkan data primer sebagai
data penunjang bagi data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan
dilakukan secara deduktif. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena
hilang di kantor Pertanahan Jakarta Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun pada kenyataannya ada beberapa hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan
Jakarta Barat, diantaranya adalah dokumen yang tidak lengkap, pengambilan sumpah, biaya
yang harus dikeluarkan dianggap mahal, dan informasi yang diberikan oleh kantor pertanahan
Jakarta Barat tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu untuk kedepannya kantor pertanahan
Jakarta Barat diharapkan untuk dapat membuat agenda rutin dalam melakukan penyuluhan
kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih aktif untuk memperoleh informasi secara
langsung di Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
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A. PENDAHULUAN
Kebutuhan pokok yang mendasar bagi semua manusia adalah kebutuhan akan sandang,
pangan dan papan. Pada zaman sekarang yang semakin maju ini, kebutuhan manusia semakin
banyak macamnya dan beragam. Namun, dari sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan
akan sandang, pangan dan papan tetap menjadi kebutuhan pokok yang selalu menempati urutan
paling atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan manusia yang mendasar
selain sandang dan pangan yaitu kebutuhan akan papan atau rumah. Seseorang memerlukan
papan atau rumah agar dirinya dapat terlindung dari berbagai iklim dan cuaca. Sebagai
kebutuhan dasar bagi setiap manusia, rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan
dan bahkan rumah dijadikan sebagai suatu tolak ukur kesejahteraan bagi setiap manusia.  Agar
dapat  memenuhi kebutuhan pokok akan papan atau rumah maka sudah pasti dibutuhkan adanya
tanah.
Berhubung hampir semua kebutuhan manusia berkaitan erat dengan tanah, maka Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa  “
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .1
dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan “atas dasar hak menguasai dari negara ,
sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi , yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.2
Pengertian “tanah” secara yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah
hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dan dengan ukuran
panjang dan lebar.3 Tanah yang disebut dengan dengan permukaan bumi dapat digunakan dan
dimanfaatkan oleh setiap orang dan badan hukum dengan diberikannya hak atas tanah.4
Salah satu tujuan UUPA adalah mewujudkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah
yang dilakukan dengan menyediakan perangkat hukum tertulis secara lengkap dan jelas. Agar
tanah yang telah diperoleh tersebut dapat dilindungi secara hukum maka harus dilakukan
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3).
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1).
3 “Dasar Hukum Pendaftaran Tanah”, Diakses dari pendaftaran-tanah.blogspot.com , Pada Tanggal 10 September
2018.
4 Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya,
(Semarang : FH UNDIP, 1993), hal. 27.
Pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga telah menegaskan bahwa :
"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang di atur dengan peraturan
pemerintah”.5
Pendaftaran tanah adalah  rangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak nya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.6 Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang
pertanahan sangat diperlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas dan
harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan
pemeliharaan data.7 Pendaftaran tanah dilakukan untuk memonitor lembar-lembar sertifikat,
agar dapat mencapai tertib administrasi dibidang hukum pertanahan, serta untuk menghindari
adanya kasus-kasus pemalsuan sertifikat.
Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah, berisi data fisik
(keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang
ada diatasnya bila dianggap perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan
bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban
yang berada di atasnya). Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan
jenis hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata.8
Memiliki sertipikat memberikan nilai lebih bagi pemegang hak atas tanah. karena, sertipikat
merupakan tanda bukti hak yang paling kuat dibanding alat bukti tertulis lainnya. Artinya,
5 Ibid, Pasal 19 ayat (1).
6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 1
7 Ibid, Pasal 11
8Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi, Cet. 1, (Jakarta : Penerbit
Buku Kompas, 2001) hal. 182.
sertipikat hak atas tanah harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan
dengan alat bukti yang lain.9
Mengingat arti penting dari suatu sertifikat hak atas tanah,sangatlah penting bagi
pemegangnya untuk selalu merawat dan menjaga keberadaannya di tempat yang aman dan
jangan sampai hilang.10 Namun pada kenyataanya masih sangat banyak terjadi kasus-kasus
hilangnya sertifikat hak atas tanah dari tangan pemiliknya. Kasus-kasus hilangnya sertifikat hak
atas tanah sebagai tanda bukti hak bagi pemilik tanah tersebut seharusnya di tangani dengan
cepat oleh kantor pertanahan dimana obyek tanah tersebut terdaftar melalui adanya laporan
kehilangan dari pemilik tanah yang bersangkutan guna menghindari adanya tindakan yang tidak
di inginkan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi
seperti ini.
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang
ketentuan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang, yaitu pada Pasal 57 dan Pasal 59 , dan
kemudian di atur lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaannya pada peraturan menteri
Negara agraria / kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Kantor pertanahan Jakarta Barat, sebagaimana kewenangannya yang telah di atur di dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah,
juga telah beberapa kali menerima laporan kasus hilangnya sertifikat hak atas tanah dari pemilik
hak atas tanah, yang pada akhir tahun 2018 ini sudah ada sekitar 47 pengumuman sertifikat
hilang (26 Desember 2018). Terhadap adanya kasus kehilangan sertifikat hak atas tanah ini,
maka kantor pertanahan Jakarta Barat secara teknis pelaksanaan memiliki kewenangan untuk
menerbitkan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat karena, berdasarkan
pengumuman sertifikat hilang pada website Badan Pertanahan Nasional, pengumuman sertifikat
hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengumumkan sertifikat hilang sebanyak 47
pengumuman pada tahun 2018. Kantor Pertanahan Jakarta Barat merupakan Kantor Pertanahan
kedua yang paling banyak memperoleh laporan hilangnya sertifikat hak atas tanah di wilayah
9 Ibid.
10 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, (Bandung :
Mandar Maju, 2004) hal. 17.
DKI Jakarta setelah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (77 pengumuman sertipikat hilang pada
tahun 2018 ).
Berdasarkan  uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam
penulisan karya ilmu hukum ini dengan judul “Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti
Hak Atas Tanah Karena Hilang Oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat“.
Pokok Permasalahan
1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh
kantor pertanahan Jakarta Barat ?
2. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat
pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan jakarta Barat ?
B. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian
hukum yuridis – normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan
melalui studi kepustakaan atau melalui data sekunder , yang dimana didalamnya juga
memerlukan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder. Sebagai suatu
penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan pada analisis norma-
norma hukum ataupun asas-asas hukum yang dalam hal ini bertujuan untuk meneliti tentang
pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah di kantor pertanahan Jakarat
Barat .
2. Sifat penelitian
Berdasarkan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini, maka sifat penelitian
yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sifat penelitian
deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang
lainnya.11
Data yang telah diperoleh digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam
hal ini adalah mengenai proses Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah
Karena Hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1993) hal. 10.
3. Data dan Sumber Data
Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan.
Data kepustakaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan-bahan
hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2013  tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang dapat memberikan
penjelasan dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya
ilmiah yang terkait dengan hukum agraria, Badan Pertanahan Nasional, serta artikel-
artikel yang ada pada majalah, koran maupun internet yang membahas tentang hukum
agraria. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti
hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau
penjelasan tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, meliputi kamus
hukum.
Namun dalam penelitian ini juga diperlukan data primer sebagai penunjang bagi data
sekunder. Cara untuk memperoleh data primer dalam penilitian ini adalah dengan
melakukan wawancara kepada pihak  Kantor Pertanahan Barat Jakarta yang terkait sebagai
narasumber yaitu Bapak Heri Widodo, BA selaku Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah.
Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dapat membantu penulis agar
dapat memahami berbagai konsep dan pemikiran yang terdapat didalam data sekunder,
sepanjang masih dalam batas-batas metode penelitian normatif.
4. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi
kepustakaan terhadap data sekunder, yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku,
undang-undang, peraturan-peraturan,literatur-literatur, jurnal-jurnal, serta artikel pada
internet mengenai penerbitan sertupikat pengganti karena hilang. Studi kepustakaan
dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Selain pengumpulan data dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian
ini juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap memahami bagaimana
pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, yaitu pihak Kantor Pertanahan
Jakarta Barat.
5. Analisis Data
Analisis yang sesuai dengan jenis dan tipe penelitian adalah kualitatif, yaitu dengan
mentelaah bahan-bahan dari data sekunder yaitu Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, serta mentelaah bahan-bahan dari data primer yaitu wawancara dengan
narasumber, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan penalaran Deduktif.
Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka analisis dalam penelitian ini
sesuai dengan sifat penelitiannya yaitu dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh
jawaban yang dapat menjadi suatu kesimpulan.
6. Cara Penarikan Kesimpulan
Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penarikan
kesimpulan secara  deduktif.  Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian
atau konsep-konsep umum. Adapun tinjauan tehadap konsep yang sifatnya umum tersebut
akan dianalisis secara khusus berdasarkan aturan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
C. ANALISA
1. Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang Oleh Kantor
Pertanahan Jakarta Barat
Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang harus
segera dilakukan pengajuan permohonan penerbitan sertipikat pengganti ke Kantor
Pertanahan Jakarta Barat, dimana dalam pengajuan permohonan penerbitan sertipikat
pengganti hak atas tanah karena hilang tersebut harus diajukan oleh pemilik hak atas tanah
yang bersangkutan. Dalam hal ini pemohon harus memenuhi semua persyaratan yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
Tujuan dari diajukannya permohonan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah
karena hilang tersebut adalah agar pemilik tanah dapat memperoleh kepastian dan
perlindungan secara hukum terhadap tanah yang bersangkutan, sehingga pemilik tanah dapat
mempertahankan tanahnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai
tanah tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur
mengenai Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah karena hilang yaitu pada Pasal
57 dan Pasal 59 dan kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu dalam Pasal 138.
Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang,
masyarakat di Jakarta Barat harus mengikuti prosedur permohonan sertipikat pengganti yang
sesuai dengan prosedur yang ada atau telah dicantumkan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak Kantor
Pertanahan Jakarta Barat, yaitu Bapak Heri Widodo selaku Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah
pada hari Jum’at, 9 November 2018 Pukul 10.30 WIB, Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak
Atas Tanah Karena Hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
1. Membuat surat pengantar dari Kelurahan bahwa sertipikat tanah hilang
Yang pertama kali harus dilakukan juka sertipikat tanah hilang adalah membuat surat
pengantar dari RT atau RW untuk diberikan ke Kelurahan, kemudian pihak dari
kelurahan akan membuat surat pengantar untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian
perihal kehilangan sertipikat tanah. Pembuatan surat pengantar tersebut tidak memungut
biaya apapun.
2. Melaporkan ke Kantor Polisi bahwa Sertipikat Tanah Hilang
Melaporkan ke Kantor polisi tingkat polres bahwa telah kehilangan sertipikat tanah
dengan membawa surat pengantar dari kelurahan setempat. Kemudian pihak kepolisian
akan mengeluarkan surat kehilangan sebagai dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan
yang akan dilampirkan saat melaporkan kehilangan sertipikat ke Kantor Pertanahanan
Jakarta Barat.
3. Memblokir Sertipikat Tanah
Apabila pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dari pihak kepolisian memakan waktu
yang cukup lama, maka pemilik tanah harus segera mengirimkan surat permohonan
pemblokiran sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Cara untuk memblokir
sertipikat tanah adalah pemilik tanah datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan
membawa dokumen penting seperti fotokopi sertipikat tanah dan juga identitas pemilik
sertipikat tanah yang bersangkutan. Jika surat blokir tersebut sudah diterima oleh Kantor
Pertanahan Jakarta Barat dan kemudian telah dicatatkan didalam buku tanah, maka
sertipikat tanah yang bersangkutan sudah aman dan pihak lain tidak bisa melakukan
proses apapun terhadap tanah yang bersangkutan hingga diajukannya permohonan
penerbitan sertipikat pengganti.
4. Melaporkan Kehilangan sertipikat ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Setelah dikeluarkannya surat laporan kehilangan dari kantor polisi, selanjutnya adalah
melaporkan kehilangan sertipikat hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta
Barat agar dapat diterbitkan sertipikat pengganti atau sertipikat kedua. Pelapor harus
membawa syarat kelengkapan, yaitu :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy
b. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy
c. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir
d. Fotocopy sertipikat tanah yang hilang (Kalau ada)
e. Surat keterangan hilang dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian
f. Surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain
Setelah sampai di Kantor Pertanahan Jakarta Barat pihak yang berkepentingan harus
mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
kemudian formulir yang sudah dilengkapi tersebut dibubuhi tandatangan diatas materai.
5. Pengambilan Sumpah
Setelah semua syarat sudah terpenuhi maka pihak dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat
akan menghubungi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemilik tanah untuk
mengambil sumpah pemilik sertipikat yang dilakukan dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Barat dan Rohaniwan sesuai agama dari pihak yang bersangkutan,
kemudian Kantor Pertanahan Jakarta Barat akan membuatkan Berita Acara Sumpah.
6. Pengumuman di Media Cetak
Selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat akan mengumumkan Berita Acara
Pengambilan Sumpah kehilangan sertipikat tanah tersebut pada media cetak.
Pengumuman ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak-pihak yang merasa
keberatan dengan proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut, atau jika ada
sanggahan ataupun gugatan dari pihak-pihak lain.
7. Pengukuran Ulang Tanah
Petugas dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat akan melakukan pengukuran ulang
terhadap tanah yang akan diterbitkan sertipikat pengganti. Hal ini dilakukan apabila
adanya perubahan antara surat ukur lama dengan kondisi fisik tanah dan bangunan yang
sekarang ada.
8. Penerbitan Sertipikat Pengganti
Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pada media cetak dan
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan atas pembuatan sertipikat
pengganti, atau ada pihak yang mengajukan keberatan namun menurut Kepala Kantor
Pertanahan keberatannya tidak beralasan atau tidak mendasar, maka Kantor Pertanahan
Jakarta Barat akan menerbitkan sertipikat pengganti hak atas tanah tersebut.
Dalam melakukan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang ini
memberikan beberapa dampak positif kepada masyarakat, yaitu dengan dilakukannya
penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang membuktikan bahwa
masyarakat mengetahui bahwa sertipikat hak atas tanah sangat penting dan merupakan alat
pembuktian yang kuat.
2. Biaya Dalam Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang di
Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Dalam melakukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena
hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat memerlukan biaya sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional yaitu :
1. Pelayanan penggantian blanko sertipikat karena hilang sebesar Rp 50.000,00 per-bidang
2. Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian Blanko Sertipikat
karena hilang sebesar Rp 200.000 per-blanko
3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak
Atas Tanah Karena Hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengan
Bapak Heri Widodo selaku Kasubsi Pendaftaran Hak pada hari Jum,at, 9 November 2018
pukul 10.30 , ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan penerbitan sertipikat
pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat menjadi
terhambat, diantaranya adalah :
1. Dokumen yang dimiliki pemohon tidak lengkap
Dalam pengajuan permohononan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena
hilang, sering sekali terjadi dokumen yang dimiliki oleh pemohon penerbitan sertipikat
pengganti hak atas tanah karena hilang tidak lengkap , sehingga dalam hal ini dapat
menyulitkan pemohon untuk dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang
telah diminta oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Dan dengan tidak lengkapnya
dokumen yang dimiliki pemohon, Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak dapat
melaksanakan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang yang
dimohonkan tersebut.
2. Jadwal pengambilan sumpah yang tidak jelas
Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah di Kantor Pertanahan
Jakarta Barat terkadang dapat dikatakan lama, hal ini dikarenakan pengambilan sumpah
dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak terjadwal dengan jelas, dan
pemohon baru akan dihubungi untuk pengambilan sumpah dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Barat secara mendadak untuk melakukan pengambilan sumpah
tersebut.
3. Biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak
atas tanah karena hilang dianggap terlalu besar oleh pemohon
Hal ini dikarenakan kegiatan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas
tanah karena hilang terkadang melibatkan instansi lain untuk melengkapi persyaratan
dokumen untuk dapat melakukan proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut,
sehingga pemohon harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terprediksi sebelumnya.
Oleh karena itu pemohon merasa sangat berat dalam mengeluarkan biaya dalam
penerbitan sertipikat pengganti.
4. Informasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak diterima dengan
baik oleh pemohon
Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat karena
kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor
Pertanahan Jakarta Barat dan menanyakan secara langsung mengenai hal-hal yang
bersangkutan dengan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di
Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Selain itu pihak dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat
juga kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam
pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas karena hilang, banyak pemohon
yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang diminta oleh Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Jakarta Barat, sehingga dokumen-dokumen tersebut akan
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu dan tidak akan diproses
lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas.
4. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh Kantor
Pertanahan Jakarta Barat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
1) Membuat surat pengantar di kelurahan
2) Melaporkan hilangnya sertipikat tanah ke kantor polisi
3) Memblokir sertipikat tanah
4) Melapor kehilangan sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5) Pengambilan sumpah
6) Pengumuman di media cetak
7) Pengukuran ulang tanah
8) Penerbitan sertipikat pengganti
b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak
atas tanah karena hilang oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat adalah sebagai berikut :
1) Dokumen yang dimiliki pemohon tidak lengkap
2) Jadwal pengambilan sumpah yang tidak jelas
3) Biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak
atas tanah karena hilang dianggap terlalu besar oleh pemohon
4) Informasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak diterima
dengan baik oleh pemohon
2. Saran
a. Kantor Pertanahan Jakarta Barat harus membuat agenda rutin untuk melakukan
penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti di
Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Misalnya Kantor Pertanahan Jakarta Barat melakukan
penyuluhan kepada masyarakat 2 bulan sekali, sehingga masyarakat dapat mengetahui
bagaimana prosedur penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang.
b. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam memperoleh informasi-informasi mengenai
penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan
Jakarta Barat, agar dalam pengajuan permohonan penerbitan sertipikat pengganti hak
atas tanah karena hilang, pemohon dapat langsung memenuhi semua persyaratan
dokumen yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, sehingga
pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang dapat segera
proses sebagaimana mestinya.
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